TAHUN 2004

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

| BAGIAN HUHUM |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA : DICABUT DGN PERDA
BUP.:TI GAN;R £5A NO.11 TAHUN 2010

: a. bahwa dalam rangkas menciptakan Kdim usaha yang sehet, kepastien

berusaha, pengembangan, kemitraan peluang usaha dan memberiian
perfindungan terhadap perusshsan yang menjslanksn usshanya, periu
diselenggarakan pendaftaran perusahaan sebagal sumber nformasi
resmi;

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tertang Pemerintahan Daersh
Kabupaten dalam Unglkungan Jawa Barat (Berita Nagara Tahun 1950
Nomor 43);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tertang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajlb Daftar Perusshaan
(Lambaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3214);

. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Persercan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomr 13, Tumbshan Lemboran
Negara Nomor 3587);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentsny Pajak Deerch dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Noinor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (1.embaran Negara Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dmerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lambaran
Negara Nomor 3839); ,

. Pershuran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1933 tentang Pelaksansan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Talun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nonor 3258);

. Persturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewensngan
Pemerintah Pusat dan Propinsl sebagal Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambshan Lembaron Negara Nomor
3954);

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentwng Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);
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10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1SGZ tentsng Usaha atau
Keglatan yang Tidak di Kenakan Wajib Daftar Perusahaan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Clanjur Nomor 02 Tohun 2001 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbian Lembaran
Deersh;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Clanjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang
Pentyldik Pegawal Negeri Sipll.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANXR

MEMUTUSKAN :
¢ PERATURAN DAERAH TENTANG WAIJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dslam Persturan Daersh ini yang dimaksud dengan :

a. Deerash Otonom selanjutnya disebut Deersh adaich kesatusn masysrakat
hukum yang mempunyal batas daerah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat rmnemurut prakarss sendirt
berdasarkan organisasl masyarakat dalam Kkatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. Pemerintah Deserah adalsh Bupati beserta perangiat deerah otonom
sebagal Badan Eksekutif;

¢. Bupati adalsh Bupati Carur;

d. Dinas adalah dinas teknis yang menangani bidang p=rdagangan;

e. Kepala Dinas adalah Kepsia Dinas yang menangani bidang perdagangen;

f. Pejabat adalsh pegawal yang dberl tugas tertentu d  bidang
perindustrian dan perdagangan;

g. Daftar Perusahaan adaleh daftar catatan resmi yang diadaian menurut
atau berdasarkan ketentuan yang berlaku don/atau memuat hal-hal yang
wajib di daftarkan oleh setiap perusshaan serta cisshkan oleh pejabet
yang berwenang;

h. Tands Daftar Perusshaan yang selanjutnya dischet TDP adaiah tands
daftar yang dberikan oleh dinas kepada perusahaan yang telah disahkan
pendaftarannya;

i. Ussha adalsh setiap tindekan, perbustan atau kegistan apapun deiam
bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap psngusaha untuk
tujuan memperoleh keuntungan stau lsba;

j. Pengusaha adaiah setiap orang perorangan atau perseiutiran stau badan
hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;

k. Perusshaan adalah setiap bentuk usaha yong menjalankan setisp jenis

usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja
serta berkedudukan dalam wilaysh Negera Repubiik Indonesia untuk

tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;



t. Retribusi dserah yang selanjutnya disebut retrbusi adaish

daerah sebagal pembayaran atas jaca atau pemberizn lJin tertentu yong
khusus disediskan dan atau diberikan Peraerintsh Deersh untuk
kepentingan pribedi atau badan;

u. Wajib Retribusi adaiah orang pribadi atau badan yang menurut persturan
perundang-undangan retribusi diwajiblan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

v. Surat Ketetapan Retribusi Daersh yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat Keputusan yang menentukan besammya jumish retribusi
yang terutang;

w. Surat Tagthan Retribusi Deerah, selanjubwa disebut STRD aduiah surst
yang menentukan besamya jumiah retribus! yang terutang,;

Xx. Pemeriksaan adaleh serangkalan kegiatan unbuk  mencar,

mengumpulkan, nmrgdohdahdanabukmhhmdahm
rangka pengawasan kepatuhan pemenvhan keawsjban retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daersh;
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y. Penyidikan adaloh rangkalan tindakan yang dilsiaian oleh Penyidik
Wwwmmmmmm
serta mengumpulikan buldi, yang dengan buidi itu membuat terang
pelanggaran dl bidang retrbusi yang terjad serta menemukan tersangka;

2. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupsten Clargur.

BAB II

KEWAJIBAN DAN WAKTU PENDAFTARAN
Bagian Pertama
Kewajiban
Pasal 2
(1) Setiap perusshaan termasuk perusshaan asing yang berkadudukan di
wilayah daerah dan telah memilid jin, wajib didaftarkan dalam daftar
perusahaan.
2 mmmmmmmmw,

a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perselutuan Komanditer (CV),
Rrma (FA) dan perorangan;

b. Perusahaan lsin yang melaksanakan kegiatan usasha dengan tjuan
memperoleh keuntungan dan atau laba.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud delam ayat (2) Pasal ini, dapet
berstatus

Pasal 3

Bagi perusshaan yang berbentuk Perseroan Terbutas (FT) sebageimana
dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, apabila dbutarkan maka likuidator yang

bersanglutan wajib mendaftarian pembubaran perusshaannya.
Pasal 4

(1) Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Tertatas (PT) sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, yang telab merjual sahamnya
kepada masyarakat melalul pasar modal, juga wafib mendafturkan :

a. tanggal pemyataan pendaftaran;

b. hnggaldannomljhl(ehnBadanPaarModd;
c. harga nominal

d. tanggal pencatatan (listing);

e. tanggal pencabutan pencatatan (dedisting).

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dulam ayat (1) Pasal ini, apablle
melakikan pencabutan pencatatan (delisting), wajib melaporkan

kepada Bupati dengan menyebutian alasan-aasannya untuk diberikan
TDP baru.
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Bagian Kedua
Waktu Pendaftaran
Pasal 5

mmmmmmzmm
ini, wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan,

dahm jmyn welktu S0 (sembilan puluh) harl terhitung sejak

perusahaan tersebut menjalankan keglatan usahaitya.

Perusahsan sebagaimena dimaksud dalam syat (1) Pasal ini, disnggap

mulal mendalankan kegiatan usahanya sejak tanggal memperoleh #in

untuk melakulan kegiatan ussha dari instansi yang berwenang.

Bagl pendaftaran perusahaan yang bertentuk Perseroan Terbatas (PT),
didakulan paling lambat 30 (tiga puluh) harl setelah pengesahan atau
persetujuan diberiian.

Bagl pendaftaran pembubaran perusshaan yang berbentuk Perserosn
Terbatas (PT), dilakukan paling lambat 30 (Hga puluh) hari setelah

perusahasn tersebut dinyatalkan bubar.
Bagian Ketige
Pengecusiian Pendaftaran
Pasal 6
Bagl perusshaan kedl perorangan tidak diwafibian mendaftarkan
dalam daftar perusahaan.

Bentuk perusahaan kecll perorangan sebagaimana dimoksud dalam
ayat (1) Pasal ini, adalah :

a. perusahzan yang diurus, dijalankan atsu dikelola oleh pribadi
pemiliknya sendiri, atau dengan mempeikerjakan hanya anggota
keluarga sendiri;

b. perusahaan yang tidak diwajibiken memilild hin usaha atau surst
keterangan kin yang dipersamakan yang dikeharkan oleh Instansi
berwenang;

C. perusashasn yang benar-benar hanya sexedar untuk memenuhi
keperiuan nafkah sehari-harl pemiiknya;

d. perusahaan yang tidak merupakan suatu Badan Hukum atau suatu
perselostuan.

Bagi perusahaan kecl perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayst
(2) Pasal ini, apablla memeriukan daftar perusahaan dapat mengajukan
permohonan untuk didaftarian dalam daftar peiusahaan.

BAB II

PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, PEMBATALAN DAN
PENGHAPUSAN DAFTAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama
Perubshan
Pasal 7

(1)Seuappa'usnhaan melakulkan perubahan terhadap hal-hal atau
data perusahaan

yamtaliwddaﬂﬂhn wajib melaporkan dan
mendaftarkan perubahannya kepada Bupsti.
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mmwmmmmmm
Pasal Ini, dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembifan puluh) had

terhitung sejak terjadinya perubahan.
(3) Tatacara pendaftaran perubahan akan distur lebih lanjut oleh Bupstl.
Pasal 8
(1) Masa berlaku TDP perubshan sebagei penggerti TDP yang diubsh
adalah sampal dengan berkahimya masa beriaku TDP yang diubah.
(2) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahannya, akan dihapus dari
daftar perusahaan dan dibatalkan TOP-nya.
Bagian Kedus
Pembaharuan
Pasai 9

(1) Apabilla masa berfaku TOP telah habis, perusahaoan wajib melakukan
permohonan pembaharuan kepada Bupati.

(2) Apabila TDP hilang atau rusak, perusahaan wajib melakukan
Bagian Ketiga
Pembatalan
Pasal 10

(1) Daftar pevusahaan dan TDP dinyatakan betal apabila perusahaan
terbuktl mendaftarkan data perusahaan secara tiklak benar dan atau
tidak sesual dengan jin usaha atau surat leterangan lain yang

dipersamakan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasa! ini, wajib
melakukan pendaftaran ulang, dengan menyeriakan TOP asll yang telah
dibatalkan.

Bagian Keempat
Penghapusan
Pasal 11

(1) Daftar perusshaan dihapus apablla dalam perusshaan tersebut terjadi
hal-hal sebagal berflast :

perubahan bentuk perusahaan;
pembubaran perusahaan;

perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
perusahaan berhenti akibat akts pendiriarnya kadaluarsa atau
berakhir;

e. perusahaan menghentikan  kegiatannya/bubar  berdasarkan
Keputusan Pengadilan Negerl yang telah mempunya! kekuatan

a N o

hukum yang tetap.
(2) Bagl perusahaan yang telah dihapus dar dattar peruisahaan, inaka TDP
yang dimiliki dinyatakan tidak berdaku dan perusahaan wajid

mengemnbalikan TDP asli kepada Bupati.



BAB IV
RETRIBUSI
Bagian Pertama
Obyek dan Subyek
Pasal 12

Obyek retrbusi adalah setiap pemberian atau penerbitan Tanda Dwftor
Perusahaan (TOP).

Pasal 13
Subyek retrbusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib melaksanakan
daftar perusahaan serta menerima pemberian TDP.
Bagian Kedua

Golongan Retribusi
Pasal 14

Retribusi tanda daftar perusshaan digolongkan sebagal retribusi perffinan
tertenty,
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 15

Tingiat penggunaan jasa TDP diukur berdasarkan jenis perusshaan yang di
daftarkan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi
Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada pengiatian
peneliian administrasl dan teknls, survey lapangan, pengendalian serta
biaya dalam penyelenggaraan pemberian TDP.
Bagian Kelima
Struktur dan Besamya Tarf Retrbusi
Pasal 17
(1) Struitur dan besamya tar¥f retribusi ditentukan oleh jenis penssshean
yang melaliukan pendaftaran perusahaan.

(2) Besamya tar¥f retribusi sebagaimana dimaksud pade myst (1) Passl ini,
ditetapkan sebagal berikut :

a. Persercan Terbatas (PT) ...........cccoeeeneee. Rop 150.000,-
b. Koperas ...........ccocervincnnnsccnnresncsssnncssen o Rp  10.000,-
c. Perselatian Comanditer (CV) .............. Rp  50.000,-
d. Bma (Fa) ..o eer e Rp  50.000,-
e. Perusahaan Perorangan ..., Rp  30.000,-

f. ABentuk perusshaan hainnya (Bll.) ........... Rp  100.000,-
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g. Perusahaan asing, kantor cabang pern-
bantu, anak perusahaan, agen dan perwa-

kilan perusahaan asing yang bekerja dzn
berkedudukan dalam wilayah daerah ........ Rp  350.000,-

Setiap TDP yang diperbaharui wajib membayar retribusi sesual dengan
tarff sebagalimana dimaksud pada ayat (2) Fasal inl.

Pasal 18

Setiap pamintaan salinan resmi dari daftar perusahaan oleh pihaik lain,
dikenakan blaya administrasi sebesar Rp 25.000,-.

Setiap permintaan petikan resmi dari daftar perusahaan oleh pihak iain,
dikenakan blaya administrasi sebesar Rp 20.000,-.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Retribusi
Pasal 19

(1) Retribusi harus dilunasi sekaligus.
(2) Tatacara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi akan dibstapian

oleh Bupati.
(3) Penyetoran retribusi ke Kas Daerah.
BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

)

2
C)

)

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Persturan
Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (ima juta rupish).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalsh
pelanggaran,
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan
pendapatan daerah.

BAB VI

PENYIDIKAN
Pasal 21

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Doorah ind dilaksanaion
oleh Penyidik Pegawal Negeri Sipll di lingkurigan Femerintah Daerah.

memmmm(nmn,

a.'menezima,mencaﬁ,mmgwnpdundmmnewmwwum
hponnberkemandmomﬂnd*pidamdl?umgmaw
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap den jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpuikan keterangan mengenal orang
pribadl atau badan tentang kebenaran perbuatan yang diakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi dasrah;

c. meminta keterangan dan bahan bukt dari orang pribadi atau
- badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi

]
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d. memeriksa buku-buku, cotatan-catztan dan dokuimen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledaban untuk mendapatkan bahan buldi
pembukuan, pencatatan dan dokumen kin serta rndakman
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang sesecrang meninggatkan ruangan
atautempatpadasaa‘pematsaansedangba‘hnosumdan
memeriksa identitas orang dan atau dckumen sebagaimana
dimaksud dalam huruf e ayat (2) Pasal ini;

h. memotret seseorang yang beriaitan dengan tindak pidana
retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagal tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penvidik Pegawai Negerl Sipil dalam inelaksanaksn tugasnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berada di bawah
koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB vII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TDP dilaksanakan
oleh Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Tatacara p:&elenggnm pembinaan dan pengawasan lebih lanjut
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebeium duntaphnnya Peratiran
Daerah ini, apabila beium berakhir masa berlakinya dinyatakan masih tetap

berlaku dan pada saat melakukan pembaharuan, perusahzan yany
bersangkutan harus menglkuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB DX
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenz’ telnis pelaksanaannye akan
ditetapkan kemudian oleh Bupati.
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Ditstapkan di Clanjur
pada arggal 29 Januari 2004

BUPATI CIANJUR,

WASID!I SWASTOMO

Peraturan Deersh ini disetujul oleh Dewsn Perwaidian Rakyat Deerah
Kabupeten Clanjur dengan Keputusan Nomor 172.2/01/DPRDY/2004
tanggal 20 Januari 2004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 03 TAHUN 2004
SERI B.



